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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 50/PMK.07/2020 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN  

NOMOR 205/PMK.07/2019 TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan mengenai penganggaran, 

pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pedoman 

penggunaan, dan pemantauan serta evaluasi pengelolaan 

Dana Desa dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai 

Desa, telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana 

Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa; 

b. bahwa untuk mempercepat penyaluran Dana Desa dalam 

mendukung pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa, 

persyaratan dan tahapan penyaluran Dana Desa yang 

diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
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Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 

tentang Pengelolaan Dana Desa; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945;  

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 

Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam 

rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6485); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 

tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94); 

6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

229/PMK.01/2019 tentang Perubahan kedua atas 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 1745); 

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 

tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

40/PMK.07/2020 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 384); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN 

KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 

205/PMK.07/2019 TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 

tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 384) diubah sebagai berikut:  

 

Pasal I 

1. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 

24 diubah, dan diantara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan 

satu ayat yakni ayat (6a) sehingga Pasal 24 berbunyi 
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sebagai berikut: 

 

Pasal 24 

(1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 23 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala 

KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana 

Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran 

dari bupati/wali kota, dengan ketentuan:  

a. tahap I berupa: 

1. peraturan bupati/wali kota mengenai tata 

cara pembagian dan penetapan rincian 

Dana Desa setiap Desa atau Keputusan 

bupati/wali kota mengenai penetapan 

rincian Dana Desa setiap Desa; dan  

2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; 

b. tahap II tanpa dokumen persyaratan; 

c. tahap III berupa: 

1. peraturan bupati/wali kota mengenai tata 

cara pembagian dan penetapan rincian 

Dana Desa setiap Desa dan peraturan 

bupati/wali kota mengenai perubahan tata 

cara pembagian dan penetapan rincian 

Dana Desa setiap Desa; 

2. peraturan Desa mengenai APBDes; 

3. laporan realisasi penyerapan dan capaian 

keluaran Dana Desa tahun anggaran 

sebelumnya; 

4. laporan realisasi penyerapan dan capaian 

keluaran Dana Desa sampai dengan tahap 

II menunjukkan realisasi penyerapan 

paling sedikit sebesar 50% (lima puluh 

persen) dan capaian keluaran 

menunjukkan paling sedikit sebesar 50% 

(lima puluh persen); dan 

5. laporan konvergensi pencegahan stunting 

tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya. 
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(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 23 ayat (5) dilaksanakan setelah Kepala 

KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana 

Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran 

dari bupati/wali kota, dengan ketentuan: 

a. tahap I berupa: 

1. peraturan bupati/wali kota mengenai tata 

cara pembagian dan penetapan rincian 

Dana Desa setiap Desa atau Keputusan 

bupati/wali kota mengenai penetapan 

rincian Dana Desa setiap Desa; dan  

2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa. 

b. tahap II berupa: 

1. peraturan bupati/wali kota mengenai tata 

cara pembagian dan penetapan rincian 

Dana Desa setiap Desa dan peraturan 

bupati/wali kota mengenai perubahan tata 

cara pembagian dan penetapan rincian 

Dana Desa setiap Desa; 

2. peraturan Desa mengenai APBDes; 

3. laporan realisasi penyerapan dan capaian 

keluaran Dana Desa tahun anggaran 

sebelumnya;  

4. laporan realisasi penyerapan dan capaian 

keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan 

realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 

50% (lima puluh persen) dan capaian 

keluaran menunjukkan paling sedikit 

sebesar 50% (lima puluh persen); dan 

5. laporan konvergensi pencegahan stunting 

tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya. 

(3) Bupati/wali kota bertanggungjawab untuk 

menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana 

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

angka 2 dan ayat (2) huruf a angka 2 untuk seluruh 

Desa, dan wajib disampaikan pada saat 

penyampaian dokumen persyaratan penyaluran 

www.peraturan.go.id


